PERSPEKTIF Vilume IX N J Tl 20004 Edini St

RELEVANSI BERLAKUNYA UUPA
DIMASYARAKAT DAN PERMASALAHANNY A

(el :

SOEWITO WIDAKDO

ABSTRACT
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PENDAHULUAN

Setiap kali memperingati atau mengenang
kembali awal berlukunya Undang—1Undang Nomor
5 Tahun 190 wentang Peraturan Dasar Pokok-pokok
Agrana atau yang sering disingkat dengan ULIPA,
senantiasa diingatkan tentang bagaimana keberadaan
dan pelaksanaan LIL'PA di masyarakat, Sudah 43
tahun LTUPA sebagai ketentuan dasar Hukum Agrana
khususnya Hukum Tanah di Indonesia telah banyak
memberikan kontribusi pengaturan, penegasan
maupun penyelesalan persoalan pertanahan. Dan
tertunya tickak hanva it ULUTPA jugatelah memberikan
prinsip-prinsip ataupun pokok-—pokok pikiran serna
karakter sistem hukum tanah di Indonesia.

ULUPA sejak awal kelahirannyva ditujukan
sehagal pengpanti todal struktur hukum agrana kolonial

Helrvesi Berfakivava DUPA o Masvorakal dan
Pororarefahanma

T8

vang bersifat pluralisme menuju kepada unifikasi
hukum agraria nasional . Sebagaimana tercantum di
dalam wjuan pokok UUPA vaitu :

a.  Meletakkan dasar-dasar bagi penyusunan
hukum agraria nasional, vang akan
merupakan alat untuk membawakan
kemakmuran, kebahagiaan dan keadilan
hagi negara dan rakyat, terutama rakyat tani,
dalam rangka masvarakat adil dan makmur.
Meletakkan dasar-dasar untuk mengadakan
kesatuan don kesederhanaan dalam hukum
penanahian.
meletakkan dasar-dasar untuk membernkan
kepastion hukum mengena hak-hak atac
tanah bagl rakyat selurahnya,

Drengan demikion dibarmpkan UUPA scbogai
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PERSPEKTIF Vofume IX Noo ! Tabwn 2004 Edisi Januar)

satu-satunya ketentuan payung yvang bersifat pokok
dan umum serta mencakup seluruh persoalan agraria
dan pertanahan di Indonesia. Untuk itu dikeluarkan
beberapa peraturan hukum scbagai ketentuan
pelaksanaan, antara lain Peraturan Pemerintah Nomaor
10 Tahun 1961 vang saat ini sudah diganti dengan
Undang-undang Nomor 56 Prp tahun 1960 tentang
Penetapan fuas tanah pertanian, Undang-undang
Nomor 2 tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil,
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 enang Hak
Tanggungan, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun
1997 tentang Pendaftaran Tanah (sebagai ganti dar
Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tabun 1961),
Peraturan Pemenntah Nomor 37 Tahun 1998 tentang
Peraturan jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah
(FPAT ) dan seterusnya.

Pada saat ini masyarakat dapat melihat,
memahami dan mengevaluasi kembali tentang
keberadaan ULIPA di masyarakat melalui persoalan
vang mbul tentang pertanahan misalnya adanva
penggusuran tanah, penyelesaian atas konflik
pertanahan vang dimlai tumpang tindih dan tidak bisa
memben rasa keadilan masyarakat, adanya sertifikat
sanda vang obyek tanahnya sama, permohonan hak
vang berbelit-belit dan memakan wakiu lama, dan
biaya yang relatif tinggi, dan sebagainya . Dari wakiu
ke wakiu masalah-masalah tersebut terus saja muncul
dengan kuantitas vang bertambah . Dani keadaan vang
dermukean itu menimbulkan penilaian apakah ULPA

st marpu mengatur dan menvelesaikan persoalan

pertanahan sesuai dengan ketentuan dan asas--asas
hitkum yang ada. dan ataukah memang LIUPA sudah
tidak dapat menjangkau masalah-masalah tersebut
karena memang masalah tersebut berasal dari faktor-
faktor non yuridis,

Menurat Mana 5. W. Sumardjono saat ini di
masyarakal berkembang dua pemikiran yaitu
kelompok populis dan kelompok kapitalisus (Mana
5. W Sumardjono, 2001 - 15). Kelompok populis
mengupayakan peninjavan kembali berbagai
kebijakan pertanahan vang berdampak terhadap
ketidakadilan dan kesenjangan sosial. Sedangkan
kelompok kapitalistis berpendapat bahwa UUPA
kurang tanggap mengantisipasi anis penanamn mixdal
asing, Kurang mendorong dayva saing, kurang terbuka
dan ketinggalan jaman, serta kurang memberi
kelonggaran terhadap penanaman modal asing dan
oleh karena itu ULTPA perfu di revisi.

Sebenamya menurut hemat saya masih ada
satu kelompok vang berpandangan bahwa UTUPA
hiarus tetap dipertahankan karena falsafahnva, asas-
asasnya dan kelembagaannya sudah sesuai dengan
masyarakat Indonesia vang bersifal kebersamann
(kolektifisme religiug), namun beberapa ketentuan
ataupun kembaganya perlu disesuaikan dengan kondisi
saal ini, karenanya perlu dilakukan pembaruan
LILIPA

Hal tersebut sejalan dengan Ketetapan MPR
- BRI Nomaor IX Tahun 2001 vang mengamanatkan

terselenpiraranya pendatzan dan penatasn pertanahan

Redewvans? Berlakumva ULUPA o Marvaraka? dan
Permselafonnyag
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melalui registrasi penguasaan, pemilikan, penggunaan
dan pemanfaatannya secara komprehensif dan
sistematis ( Abdul Gani Abdullah, 2003 : 5). Hai mana
telah di tindak lanjuti dengan Keputusan Presiden
Nomor 34 Tahun 2003 yang mengatur tentang
Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan,

Tulisan i tidak bermaksud mengupas habis
permasalahan di seputar pelaksanaan UUP A, atay
membenkan penilaian secara subvekiif, akan tetapi
berusaha memahami bagaimana keberadasn UUPA
selama 43 tahun serta relevansinya dengan
permasalahan-permasalahan vang timbul, sesuai
pemahaman dan pengetahuan praktek selama ini
dalam ruang lingkup yang sangat sempit. Sehingga
secara singkat dapat diinfentarisir permasalahan-
permasalahan antara lain apakah UUPA masih
relevan untuk dipertahankan dalam kondisi saat ini
dimana perkembangan masyarakat terutama yang
berkaitan dengan hak-hak atas tanah dan ekonom
begitu cepat, serta bagaimana pula upaya yang
seharusnya ditempuh untuk mengatasi persoalan
pertaniahan yang sesungguhnya.

PEMBAHASAN

Beberapa Hal Yang Berkaitan Dengan

Berlakunya ULPA

1. Karakter dan Relevansi UUPA
Pemahaman tentang jiwa atau karakter

VLA yang disatu sisi merupakan bagian dari hukum

Redevarnsi Beriokunva UDUPA i Mosvarakat dan
Pormasalabinrnyg

perdata dan disisi lain masuk dalam hukum
admimistrasi sehingga melahirkan hukum agraria
perdata dan hukum agraria administratif, merupakan
persoalan tersendin,

Disadari atau tidak ada pandangan bahwa
meskipun UUPA dengan peraturan pelaksanaannya
sudah mengatur secara lengkap tentang subyek,
obyek, lembaga dan kewenangannya sera tata cars
penvelesaian terhadap persoalan pertanahan, namun
tidaklah dapat dikatakan bahwa UUPA merupakan
sistem tersendiri vang berhak meninggalkan
ketentuan-Ketentuan vang tercantum dalam Kitah

'ndang-undang Hukum Perdata, misalnya tentang
batas usia seseorang untuk memperoleh hak atas
tanah, kesepakatan dalam mengadakan pesjanjian jual
beli tanzh dan seterusnya, akan tetapi tetap
berhubungan dan berkaitan dengan ketentuan-
ketentuan yang tercantum dalam Kitab Undang-
undang Hukum Perdata tersebur,

[sisi lain berpandangan hahwa UUPA dan
peraturan pelak sanaannya adalah merupakan suatu
sistem hukum dalam mengatur dan menyelesaikan
persoalan pertanahan, sehingea dimungkinkan bahwa
dalam memahami kasus-kasus pertanahan semata-
mata tidak dapat dirujuk dari Kitab Undang-Undang
Hukum Perdata meskipun

merupakan persoalan hukum agraria
perdata, melainkan harus dilihat dan dipahami
ketentuan yang tercantum dalam ULUPA dan peratusan

Sewerwitny Wiclakale
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pelaksanaannya serta kebijakan pertanshan secara
sistematis dan menyeluruh, Misalnya kasus

penggusuran rumah dasn/atau tanah di Jakarta saat ini,
surat sewa tanah Kota Surabaya (yang dikenal dengan
surat ijo), pembelian rumah diatas tanoh yang dikuasai
/ dimiliki oleh orang yang berbeda dan sebagainya,
Dalam memahami dan menyelesaikan kasus-kasus
tersebut tidak bisa diambil suatu kebijakan yang hanva
berdasarkan pada prinsip hukum agraria administra-
tif atau hukum agraria perdata semata, melainkan
diperlukan kearifan dan kebijakan secara seksama
berdasarkan prinsip administrasi perdata dalam
hukum agraria,
Jika melihat pada dikium 4 UUPA jo pasal

2 UUPA, maka jelas bahwa secara vuridis sistem
hukum agraria mempunyai dasar pijukan yang jelas,
yaitu bahwa jiwa LTUP A itu bersifat administratif dan
perdata. Dalam pengertian UUPA dan peraturan
pelaksanaannya itu merupakan sistem hukum tanah
“tersendiri” (bukan mandiri), yang harus dipakai
menyelesaikan persoalan-persoalan pertanahan,
sebaliknya apabila dalam sistem tersendin it tidak
atau belum mengaturnya. maka harus dicari dasar
pengaturan dan penyefesaiannva dalam hukum
perdata.
Misalnya :
a.  Perbuatan hukum dan subvek hukum, termasuk

didalamnya peralihan hak atas tanah, benda yvang

menjadi obyek dan perbuatan hukum itu masuk

dalam ruang lingkup hukum perikatan, dan hukum
perikatan masuk dalam ruang lingkup hukum
perdata.

b. Perbuatan hukum dari subyek hukum dalam
bentuk pemberian jaminan hak atas tanah yang
sekarang dikenal dengan pembebanan hak
innggungan, adalah merupakan accesoir dari
perjanjian pokok yaitu hutang piutang, yang dalam
hal in miasuk dakam ruang lingkup hukum perdata.

Untuk memahami dan menilai tentang
relevansi UUPA tentunya harus melihat pada tiga hal
yaitu falsafah UUPA, persepsi dan konsepsi pada

tanah, dan kebijakan pertanahan (Maria S.W,

Sumardjona: 2001 ). Disamping itu dapat ditambahikan

apakah pelaksanaan UUPA itu sudah sesuai dengan

ketentuan-ketentuan yang tercantum tujuan UUPA,
ataupun dalam tugas keagrariaan yang meliputi -

8. Tataguna tanah;

Land reform;

Pengurusan hak-hak atas tanah;

Pendaftaran tanah;

Administrasi tanah |

serta kebijakan pembaharuan agraria sebagaimana

tercantum dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan

Rakyat Republik Indonesia Nomeor ; IX/MPR/2001

Vet ;

o ap o

(1) a, Melakukan pengkajian ulang terhadap
berbagai peraturan perundang--undangan
yang berkaitan dengan agraria dalam rangka
sinkronisasi kebijakan antar sektor demi

RI'MI Bevlakunya L'UPA di Masvarakar dan Soewito Widakdo
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terwujucdnya peraturan perundang-undangan
vang didasarkan pada prinsip-prinsip
sebagaimana dimaksud pasal 4 ketetapan ini.
Melaksanakan  penataan  kembali
penguasaan, pemilikan. penggunaan dan
pemantaatan tanah {landreform) yang
berkeadilan dengan memperhatikan
kepemilikan tanah untuk rakyat.
Menvelenggarakan pendataan pertanahan
melalui inventarisasi dan registrasi
penguasaan, pemilikan, penggunaan dan
pemanfaatan tanah secara komprehensif dan
sistematis dalam rangka pelaksanaan
tandreform.

Menvelesaikan konflik-konflik vang
berkenaan dengan sumber daya agrana yang
timbul selama im1 sekaligus dapat
mengantisipasi potenst kenthk di masa
mendatung guna menjamin terlaksananya
penegakan hukum dengan didasarkan atas
prinsip-prinsip sehagammana dimak sud pasal
4 ketetapan im
Memperkuat  kelembagaan dan
kewenangannya dalam rangka mengemban
pelaksanaan pembaruan agraria dan
menvelesatkan konflik-konfhik vang
berkcennan dengan sumber diva agrana yang
terjadi.

Mengupayakan dengan sungguh-sungguh

pembiayaan dalam melaksanakan program

Retevaess Berfakwova (P8 o Mavvorakal oo
Pormatcfahanmn g
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pembanun agraria dan penvelesaian konflik-
konflik sumber dava agraria yang terjadi,

{2) a. Melakukan pengkajian ulang terhadap

[

berbagai peraturan perundang--undangan
yang berkaitan dengan pengelolaan sumber
daya alam dalam rangka sinkronisasi
kebijakan antar sektor yang berdasarkan
prinsip-prinsip sehagaimana dimaksud pasal
4 ketetapan ini

Mewujudkan optimalisasi pemanfaatan
berbagai sumber daya alam melalui
identifikasi dan inventarisasi kualitas dan
kuantites sumber dava alam sebagai potensi
pembangunan nasional.

Memperiuas pemberian akses informasi
kepada masyarakat mengenai potensi
sumber daya alam di daerahnya dan
mendorong terwujudnya tanggung jawab
sosial untuk mengeunakan teknologi ramah
lingkungan tenmasuk teknologi tradisional.
Memperhatikan sifat dan karaktenstik dan
berbagai jenis sumber daya alam dan
melakukan upaya-upaya meningkatkan niksi
tambah dari produk sumber daya alam
terschut,

Menyelesakan konflik-konflik pemanfaatan
sumber dava alam yang timbul selama in}
sekaligus dapat mengantisipasi potensi
konflik di masa mendatang guna menjamin
terlaksananyva penegakan hukum dengan di

Soewito Wigokis
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dasarkan atas prinsip-prinsip sebhagaimana

dimaksud pasal 4 ketetapan ini

t  Mengupayakan pemulihan chosestem yang
telah rusak akibat eksplonasi sumber daya
alam secara berlebihan.

g Menyusun strate pemaniaatan sumber daya
alam vang di dasarkan pada optimalisasi
manfaat dengan memperhatikan potensi,
kontribusi, kepentingan masvarakat dan
kondisi daerah maupun rasional .

Antara falsafah. konsep serta kebijakan
pertanahan sedapat mungkin hanus berlanpsung secarm
seimbang dan berkesimambungan. serta dengan tetap
memperhatikan rasa keadilan ekonomi dan sosial
masyarakat. Dengan demikian diharapkan meskipun
di dalam pelaksanaan UUPA timbul ckses
permasalahan, dan
penyelesaiannya tidak jauh menyimpang dar wwjuan
ULPA All sendin.

namun  pengaturan

2. Pembatalan Akta, Sertifikat dan Lembaga
Lampaunyva Waktu

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 37
Tahun 1998 jo Permuran Pemenntah Nomor 24 Tahun
1997 disebutkan bahwa sctiap perbustan hukum vang
obyeknva adalah tanah, missinya jual bell tanah, atau
hibah tanah harus dibuat dihisdapan Pejabat Pembuat
Akta Tanah (PPAT) vang berwenang, sebagai bukii
telah dilakukannya suatu perbuatan hukum tersebut,

Persoalannya adalab jika dalam pelaksanan

jual beli tanah atau hibah tanah ersebut diantara para
pihak terjadi kekeliruan yang tidak disengaja baik
menyangkut data bukti hak atau mengenai obyek
vanah it sendiri. dan kekeliruan tersebut sama sekali
bukan kekeliruan ataupun kesalahan PPAT dimana
akta tersebut dibuat, dan bersamaan dengan itu para
pihak menghendaki akta vang sudah dibuat tersebut
dibatalkan. Dapatkah akta dibatalkan oleh para pihak.
dalom arti kata akta tersebut dinvatakan gugur dan
tidak berlaku.

Dan 151 pasal 2 ayat | Peraturan Pemerintah
Nomor 37 Tahun 1998 jelas disebutkan bahwa
pembuatan akts PPAT itu adalah wujud dan suatu
perbuatan hukum vang dilakukan oleh pihak-pihak
vang berkepentingan yang menghendaki, sehingga
konsekwensinya tidak dapal ditarik kembali atau
dibatalkan

Bilamana terjadi kekeliruan sehagaimana
dimaksud distas, penyelesaannya adalah sesuai sstem
hukum agrana, vaitu para pthak harus melakukan
perbuatan ulang vang sama secara schaliknva.
dihadapan PPAT vang berwenang sesual vang
dikehendaki,

sertifikat sebagai bukti hak atas tanah
mempunyai nika pembuaktion yang sangat tinggi, selama
tdak dibuktikan sehaiknya oleh pihak-pihak tertentu.
Tetapi jika keberadaan serifikat tersebut oleh pihak-
pihiak dapat dibuknkan ketdakbenarannya baik vang
menyangkut bentuk maupun isinya. Demikian pula
adanya sertifikat ganda vang disebabkan tidak

Redevann Berlokuemea DUPA oy Masvaroki? dan
Permasalahonnyva
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dilakukan pemetaan pendaftaran (Ali Achmad
Chomaah, 2002 : 6). atau disebabkan ketidakbenaran
dalam penunjukan batas-batas. maka terhadap
sertifikat tersebut dapat dilakukan pembetulan dan/
atau pembatalan sesuai peraturan hukum tanah yvang
berlaku, Dalam pembatalan sertifikat perlu
diperhatikan putusan Mahkamah Agung Republik
Indonesia tanggal 3 Nopember 1971 Nomor : 383/
IV/Sip/ 1971, yang menyvebutkan pengadilan tidak
berwenang membatalkan sertifikat. Hal tersebut
termasuk kewenangan sdministrasi, vaitu Menteri
Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional,

Jika diamati putusan Mahkamah Apung
tersebut sejalan denpan Jrwar hukum agraria yaitu
administrasi perdata.

Pada sisi lain adanva kelemahan pada
sertifikat hak atas tanah, disebabkan sistem
pendattaran tanah kita secara vundis teorlis menganut
stelsel Negatif { Bachsan Mustafa, 1985 1),

Sistem negatif di dalam pendafiaran tanah
pada intinya proses pendaftaran tanah dengan
prosedur sejauh mungkinmengupavakan diperolehnvg
data yang benar. vang akan merupakan isi dari
sertifikat. vany berdaya pembuktian vang kuat (lihat
Peraturan Pemenntah Nomor 24 Tahun 1997). lika
dilihat dan dipahami secara scksama, maka sistem
negatif pendaflaran tanah vang demikian ity
menimbulkan kelemahan, dan kelemahan terbesar
adalah tidak adanya kepastian hukum dalam

penguasaan dan pemilikan hak atas tanah, karena

Relevans Berlakumve LUPA di Masvaraikar dan
Permusalahaing

sewakiu-waktu bilamana terdapat bukti-bukti

sebaliknya dan bersifat kuat, maka sertifikat hak alas

tanah tersebut dapat dimintakan pembatalan,
Namun kelemahan sistem negatif tersebut

dapat diatasi dengan adanya lembaga Verjaring atau

kedaluwarsa sebagaimana dikenal dalam hukum adat

(Boedi Harsono, 1998 : 25), Lembaga Verjanng atau

kedaluwarsa tersehut tidak sama pengertiannya

dengan lembaga scquisitieve verjari ng dalam pasal

1946 dan 1955 Kitab Undang-undang Hukum

Perdata. Lembaga Verjaring atau kedaluwarsa /

lampaunyva waktu dalam hukum adat mempunyai

pengertian dengan lampaunva wakiu vang
menyebabkan ditinggalkan dan tidak diusahakan
digunakan selama sckian wakiu, maka gugurlah
haknya. Dan tanah yang bersangkutan kembali
menjadi tanah ulavat masyarakat umumnya,
Lembapa Verjaring atau kedaluwarsa
menurut hukum adat i beberapa kali telah diterapkan
oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam
putusan vang dikenal dengan istilah Lembaga

“Rechisverwerking”. antara lain dalam putusan-

putusan sehagai berikut :

1. Pis.MAtgl 10- 1-1956 nomor 210/K/Sip/ 1055
dalam Subekti Tamara Himpunan Putusan
“Mahkamah Agung Mengenai Hukum Adar™
nomor 31 (kasus di Kabupaten Pendeglang, Jawa
Barat).

Gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, oleh karena
para penggugal dengan mendiamkan soalnyva

Kewrwile Widakdn
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sampai 23 tahun harus dianggap menghilangkan

haknya. (“rechtverwerking ™)

Pts, PT Surabaya tgl. 27-5-1958 nomor 132/

1953, Pdt dalam Bukum dan Masvarakat | 960

namor 3-4-5-6 (kasus di Kabupaten Sleman.

Yogyakara) Pelepasan hak (Rechtsverwerking)

Penggugat dianggap melepaskan haknyva aas dua

hidang sawah, oleh karena selama 20 1ahun

membiarkan sawah sengketa digarap oleb orang
lain. (Wirjono Prodjodikora) Putusan diatas
dibatalkan dengan;

i. Pts. MA tgl 21-11-1958 nomor 361/K/Sip
dalam HM di atas Pelepasan hak (fan Tinggi yang
mempergunakan alat hukum pelepasan hak wnpa
semau dari pihak tergugat, adalah melanggar taa
tertib dalam Hukum Acara (proses orde), maka
putusannya vang berdasor atas pelepasan hak itw,
harus dibatalkan { Wiriono Prodiodikoro), { Boedi
Harsono, 2002 : 750

Seiring dengan itu bila diamati ketentuan

pasal 30 ayat 2 sub b jo pasal 32 avat 2 Peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang
Pendaftaran Tanah, vang intinya mengisvaratkan batas
waktu 5 tahun bagi pihak-pihak tertentu vang akan
mempermasalahkan subvek hukum dalam menguasai
dan menuliki tanah yang bersentifikat, Dengan kata
lain setelah lewat waktu 5 tabun tidak dapat dilakukan
gugatan dan/atau penuniutan atas tanah vang sudah
bersertifikat.

Menurut hemat saya ketentuan 1ersebu

Reldevanst Berlakueva DU o Masvarakat dn
Permavalahamva

mengakul sekaligus mengukuhkan “Lembaga
lampaunya waktu menurnut hukum adat™ Hanya saja,
mestinya normal / ketentuan tersebut tidak
dimasukkan di dalam persturan pemerintah, melainkan
diternpatkan di dalam suatu Undang-undang. karena
merupakan norma dan prinsip dasar hukum tanah
resaonal

Persoalan landreform merupakan masalah
vang mendasar dan tidak kunjung padam untuk
dibicarakan dalam kerangka ULUPA, karena memang
landreform merupakan jantungnya LIUPA,

Landreform diartikan scbagai perombakan
struktur pertananan, yang mempunyai tujuan
meratakan jalan bagi perekonomian yang sehat,
meletakkan dasar-dasar bagi pertumbuhan
perekonomion vang memungkinkan adanva
penghidupan yang lavak bagi seluruh masvarakat
pada umumnya dan masyarakat tani di pedesaan
padn khususnya.
Sedangkan vang menjadi obvek landreform adalah -
Tanah-tanah kelebihan sebagai akibat dari
penerapan dan pelaksanaan undang—undang
Nomor 36/Prp/ 1960 tentang Penetapan Luas
Tanath Pertanian:

o

Tanah-tanah ahsente sebagai penerapan can
pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 224
Tahun 1961 jo Peraturan Pemerintah Nomor 41
Tahun 1964 Temang Pelaksanaan Pembagian
Tanah dan Mengatur Tentang Ganti Rugi, dan
Perpturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1977
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Tentangz Pemilikan Tanah Absente oleh Pensiunin
Pepawai Negen.

¢. Tanah swa praja dan bekas swa praja:

d. Tanah-tanah vang dikuasai langsung oleh negara.

Namun jika dilibat dan diamati saat 1m
pendistribusian tanah-tanah landreform tersebut
kepada vang berhak vaitu khususnya para petani, sulit
untuk diwujudkan. Hal inu karena tanah-tanah vang
menjadi obyek landrelomm hampir-hampir sudah tidak
ada, vang disebabkan semakin bertambahnya tanah-
tanah pertaran vang beralib fungsi menjadi tanab non
pertanian. Juga adanva upaya untuk mendapatkan
tanah-tanah pertamian sedemikian rupa. sehingega tidak
terkena ketentuan penguasaan dan pemilikan tanah
secars absente.

Belum lags persoalan globalisasi, dimana
petani xaat ini bersaing dengan masvarakat global.
karena yang dihadap adalab pengusaha-pengusaha
atau perusahaan--peresahaan besar baik dalam negen
naupan luar negen yang meniliki denfatau menguasai
tanah-tanah di Tndonesia baik langsung maupun Bdak
langsung melalu: pemilikan saham perusshaan atau
cara tain vang diperbolehkan secara hukum.

Ulntuk ttu perfu dikakukan evaluas kebijakan
pertanahan secara sistematis dan berkesinambungan
terutama yang mengarah pada peningkatan sumber
davva manusia { petani  secar luas agar dapat bersaing
dengan masyarakat global

an berkatan dengan iu perludican upayva

vang reathsts dofam mengiduphon don mengeemkkan

kembali program landreform di masyarakat.

1dary beberapa permasalahan dan
pembahasan tersebut diatas nampak bahwa relevans:
ULIPA di masyarakal sedang diuji dan sekaligus
menuju perkembangan, sehingga perlu adanya
pemikiran baru, konsep baru, kebijakan baru dibidang
pertanahan vang tidak menyalahi ataupun

bertentangan dengan asus-asas pokok dan tujuan
LLIPA.

PENUTLP

o ULTPA dilihat dart tupuan. konsep dan kebijakan
pertanaban saatl ini masith relevan, namun
demikian perlu segera direalisasikan secara nyata
garis-garis besar kebijakan pertanahan
sebagaimana tercantum dalam Ketetapan MPR-
Rl Nomor IX Tahun 2001, serta Keputusan
Presiden Republik Indonesia Nomor 34 tahun
2003 denpan memperhatikan aspek-aspek lokal
vang ada dalam masyarakat, dalam wujud
pembaruan ULIPA.

2, Adanya permasalahan atau kasus-kasus
pertanshan yang timbul saat ini perlu divpayakan
penvelesaannya secara bijak sana dengan tetap
memperhatikan asas--asas, prinsip-prinsip dan
sistemn hukum tanah serta kesadaran hukum
miasyarakat. baik melalui kelembagaan maupun

sy aswaran mubakor

Redevaers) Berlaswnva DLPA o Maxyaradar don
Pormariahanmo
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